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BANGGAI - Bantuan Peme-
rintah Provinsi Sulteng di sektor
pembangunan infrastruktur di
Kabupaten Banggai dan Banggai
Kepulauan (Bangkep) terus
mengalami peningkatan. Jika pada
tahun-tahun sebelumnya, Ka-
bupaten Banggai hanya
mendapatkan kucuran dana
provinsi sebesar Rp10 miliar pada
2010 dan Rp24 miliar pada 2011
lalu, kini plafon anggaran provinsi
kepada Kabupaten Banggai dan
Bangkep mengalami peningkatan
hampir dua kali lipat.

" Nilai bantuan dari provinsi
khususnya di sektor infratruktur di
Kabupaten Banggai dan Bangkep
pada 2012..ini, meningkat
mencapai Rp40 miliar, dari
anggaran infrastruktur se Sulteng
sebesar Rp333 miliar. Peningkatan
anggaran sangat signifikan untuk
perbaikan berbagai infrastruktur
yang kondisinya mulai mengalami
kerusakan atau rusak parah,
khususnya di wilayah kepala

burung dan poros jalan Salakan-
Sambiut di Bangkep.

Hal itu dikatakan anggota
Komisi IV DPRD Provinsi
Sulteng, H Mustar Labolo, dalam
kunjungan® resesnya  di

Kecamatan Luwuk Minggu(3/6) -

kemarin. [a mengatakan, kegiatan
reses yang dilaksanakan anggota
DPRD Provinsi Sulteng sebagai
upaya menjaring aspirasi
masyarakat (asmara), untuk
penyusunan dan pembahasan
Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (PPAD)
2013 yang direncanakan dibahas
pada pertengahan Juli 2012.
Untuk menyahuti penyusunan
dan pembahasan KUA dan PPAS
2013, semua anggota legislatif
Provinsi Sulteng melakukan reses
dan turun lapangan ke asal daerah
pemilihan (dapil) masing-masing
untuk menjaring aspirasi masya-
rakat. Kegiatan asmara itu, juga
dilakukan untuk mengsinkronkan
program priorotas Pemerintah
Provinsi Sulteng yang dimotori oleh
Badan Perencanaan Pemba-
ngunan Daerah (Bappeda).
Kata Ketua Fraksi Partai
Demokrat (FDP) DPRD Provinsi
Sulteng itu, penyusunan program
prioritas pembangunan oleh
Bappeda Provinsi Sulteng, harus
sesuai dengan kebutuhan dan
realitas yang ada di masyarakat.
Artinya, jangan ada program
prioritas pembangunan oleh

" Bappeda yang bertentangan dengan

kondisi daerah sasaran, misalnya
daerah pengunungan diberikan
bantuan penan ikan.
Selain itl1, usulan program
prioritas jangan terlalu lama
berlarut-larut direalisasikan.
Karena itu, akan menimbulkan
prahara di masyarakat. Contohnya,
usulan masyarakat Kecamatan

Kintom yang menginginkan
adanya pe-nanggulan abrasi pantai
tertunda-tunda realisasinya selama
7 tahun lamanya. Akibatnya,
masyarakat kesal dan Pemerintah
Provinsi Sulteng dianggap tidak
memberikan perhatian kepada
masyarakat.

Setelah 7 tahun anggarannya
turun, masyarakat sudah jengkel
dan melarang petugas teknis
mengukur abrasi pantai di
daerah ini. Nanti setelah
dijelaskan kata Mustar, kalau
benar proyek penanggulangan
abrasi pantai sudah terealisasi,
barulah masyarakat menerima
adanya kegiatan pengukuran
oleh instansi teknis.

Diakuinya, asas pemerataan
dalam pembagian anggaran bagi
seluruh kabupaten di Sulteng
memang terjadi diskriminasi.
Sebagian besar anggaran provinsi
disedot oleh Kota Paly, Donggala
dan Parigi, sehingga kabupaten
lainnya hanya menerima sedikit dari
ratusan miliaran dana infrastruktur
dan dana di sektor lainnya.

Namun, fenomena itu mulai
mengalami pergeseran dan
perubahan signifikan dengan
adanya gebrakan anggota legisla-
tive yang berasal dari daerah atau
kabupaten yang ada di Sulteng.
Makanya, sistem pemerataan
harus diterapkan, sehingga tidak
menimbulkan kecemburuan antar
kabupaten .

Contohnya, dana hibah atau
bantuan kepada masjid dan rumah
ibadah lainnya, tidak hanya
didominasi kota Palu, Donggala
dan Parigi. “Kami sudah
melakukan gebrakan dengan
merombak sistem itu, sehingga
semua kabupaten di Sulteng telah
mendapatkan bantuan masjid dan
rumah ibadah yang sama,”
jelasnya.(rd)










